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DAIT

WALI KOTA MEDAN

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tenia.ng
Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu melalukan
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ;

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ro92l;

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 7974 tentang Pengairan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3O46);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O02 tentang Bangunan
Gedung (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
83, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tent-ang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O08 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

1 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan trmtraran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
20 1 5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tah,ur, 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 199 1 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan
Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
67],;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,
Langkat, dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
6s);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2072 tentang lzin
Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1O1, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);

27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

29. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

30. Peraturan Menteri Pekerjaan
29 /PRT /M12006 tentang Pedoman
Bangunan;

Umum
Persyaratan

Nomor
Teknis

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
3O/PRT/M12006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksebilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

32. Peraturan Menteri Peke{aan Umum Nomor
O6IPRTIM/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan ;

33. Peraturan Menteri Pekeqjaan Umum Nomor
l6lPRTlMl20O8 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pemukiman;

22. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 20 l0 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2Ol2 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan l,€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

28. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
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34. Peraturan Menteri Pekedaan Umum Nomor
26 IPRT lM/2OO8 tentang Persyaratan Teknis Sistem
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
lS |PRT lM/2O10 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03 /PRT /M/ 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
47Ol;

38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5
2014 tentang Buku Mutu Air Limbah (Berita
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);

Tahun
Negara

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036);

40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
02 /PRT /M12016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

41. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-
2031 (kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor
13, Tambahan l.embaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

42. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kota Medan Tahun 2015-2035 (kmbaran Daerah Kota
Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 2);

44. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Kemiskinan (kmbaran Daerah
Kota Medan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Daerah Kota Medan Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pengeiolaan Persampahan (l,embaran Daerah Kota
Medan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);
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46. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
kmbaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

47. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 17ll 3749 /Kep-DPRD/2015 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

Memperhatlkan :1. Hasil Rapat Badan Musyawara-h DPRD Kota Medan
tanggal 14 Januari 2019.

2. l,aporan Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada
tanggal 21 Januari 2019.

3. Pendapat FraksiFraksi DPRD Kota Medan yang
disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 2i Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAI(ILAN
RAI(YAT DAERAH KOTA MEDAN DAN WALI KOTA
MEDAN TENTANG PERSETT'JUAT{ RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TEilTANG
PENCEGAHAN DAN PEITIITGI(ATAT{ KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUISMAI{
KUMI'H

KESATU Menyetujui Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medan dan Wali Kota Medan tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pencegahan dan Peningkatal Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi
Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Persetujuan Bersama ini.

Dalam implementasi Peraturan Daerah ini,
pelaksanaannya memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan
seterusnya ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan yang
berlaku.

KEDUA
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KETIGA

WALI XOTA MEDAIY,

Drs. II

Tembusan:
l. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Pertinggal.

Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan
diadakan Perubahan dan perbaikan kemba-li, jika
ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau
kekeliruan didalamnya.

DEITAIT PERMIXILAil RAT(YAT DIITRAII
KOTAUEDAT

Ketua,

ELDII{ S. M. St, MII HEIYRY JHOIC HUTAGAI,UIIG, SE, SH, MII

Dltetapkan di Medan
pada tanggal el Januarl 2019


